
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUFATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAB PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 

43 TAHUN 2O2O TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD) 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 202 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATTI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimba.ng a. bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran terkait dengan adanya perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu Timur Tahun 202l 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan 

Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2020, maka perlu 

dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ogan Komering UIu Timur Tahun 2021; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa] 355 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian den 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rancangan 

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) 

tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh 

persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala 

Daerah tentang Perubahan RKPD; 
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c. bahwa berdasarkan pertimoangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 

Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) 

5. Udang-Undang Nomoe [7 Tahun 2007 tentang Rercana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noror 4700], 

6, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47225); 

I. 
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7 Undang-tundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kal 

diubah, terakhir dengan Undang-Urdang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679), 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan 

Peraturan emerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 

9. Undang-Undang Noor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan peerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 604I; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia lomor 6056); 

4 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tetang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6178); 

I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelerggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 202l 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 

tentang 
Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 6633) 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136, 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10), 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Pembangunan Jangka 

Daerah tentang Rencana 

Rencana Panjang Daerah dan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pererintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikas, Kodefikasi Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 590) 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781) 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 

19) dan Dampaknya; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor I7 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2007 Nomor 17); 



o e t u r n  Deval l r o v m i  t a t e r  'elutu Nomor l 

Tl po tent R e e n  erhununan Angka 

Menenh Duerh [ovii ate elute [Pun 019 . 

o (Lmburun Daernh rovinsi S u t e r a  Selntan Tahun 

049 N o o r  1 J ;  

'  e r a t u ran  Duerh Kabpaten O n  Komering Ulu Timur 

Nomor t Th 2o tennng Rencna Pembangunan 

agka Pnjang Duerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tabon 2005-2025 (Lemaran Daerah Kabupaten 

O n  Komering Ulu Timur Tabun 2008 Nomor 31); 

8 eraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Ogan Komering Uu Timur Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2012 Nomor 13), 

• Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

peeagkat Dacrah Kabupaten Ogan Kmering Ulu Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor I Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur (Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tahun 2017 Noror 1), 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Ogan Koraering Ulu Timur 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5); 
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31 Peravuran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, 

Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan 

Kabupaten Ogan Kamering UIu Timur (Bernita Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 

33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 

63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan 

Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Sus:nan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan 
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63), 

32. Peraturen Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 202I 

(Berita Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2020 Nomor 43) 

M E M U T U S K A N  

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING 

ULU TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU TIMUR TAHUN 202I 

Pasal 

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 

Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daacrah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tieu Tahun 

20I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
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Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar sctiap 

pengundangan 

orang mengetatuinya memerintahkan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal, 3 2021 

BUPATT O KOERING ULU TIMUR, 

H LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pata tanggal, 3 0i 2021 

EKRETARIS DAERAH 
A. ATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

BERITA DAERAH KABUFATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 

OMOR A 


